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OBJEK PENELITIAN

A. Pergantian Pengurus Yayasan
Anggota pengurus yayasan yang telah diangkat berdasarkan keputusan rapat

Pembina mempuRyaigmasa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali setelah

masadjab pertamanya=berakhir. Hal te iatur dalam ketentuan Pasal 32

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tafun™2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentanff|] Yayasan, yang berbunyi :*

tusan rapat

F \ t kembali
AdanyaT pembatasan masa 3 di 3 m ketentuan diatas

pghindari adanye %% yang tidak terbatas yang
CHARAWANG -~

gantian kepengurusan yayasan sangat diperlukan

bertujuan u
dapat menimbulke
yayasan. Maka dalam
untuk menghindari adanya KeseWwenangan dari pengurus yayasan gerta
perubahan kepengurusan yayasan jugasimemilik iun 1 gkatkan
kemajuan dalam mencapai maksud dan tujuan. Perga asan yang

dimaksud dapat berupa pengangkatan maupun pemberhentian pengurus yayasan.

pergantian pengurus yayasan diatur dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-

! Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.



Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi :2
“Dalam hal terjadi penggantian pengurus, pengurus yang menggantikan
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.”
Di samping itu, pergantian pengurus yayasan dapat dilakukan tidak serta

merta hanya dikarenakan masa jabatan seorang pengurus berakhir, namun dalam

keten P3 Apggaran Dasaryayasan mgmuat beberapa kondisi yang dapat

me batkan terjadinya pergantian pengur asan, sebagai berikut :*

Pengurus yayasan meninggal dunia;

Pengurus yayasan

dengurus yayasan indak pidana

asarkan putusan n ( an hukuman penjara

'%
an di AswnLNleat Pembina;

ayasan berakhir;

5. Masa jabata

Adapun tata cara pergantiam, pe yayasan diatur dalam ketentuan Pasal

27 dan Pasal 28 Peraturan Menteri da Asasi ManusiaeNomar 2

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permoh@ Badan*Hukum
dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, sebagai berikut:

2 pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
3 Rudhi Prasetya, Op.cit, him. 30.



Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi :*

“Perubahan data yayasan cukup diberitahukan oleh pemohon kepada
Menteri.”

Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi :°

“Perubahan data yayasan dengan mengisi format perubahan pada SABH. ”

Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi :°

“p

ga harus dilengkapi~dengan ddt pendukung yang disampaikan
ara elektronik.”

oisigngfermat perubahaisebagaimapa dimaksud dalam Pasal 27 ayat
Wﬁ'

asal 28 ayat (2), yang berbunyi :’

Yokumen  pendukung =Sebagaiiian d=4
yataan secara elek k d e
ayasan yang telah kap.

(1) berupa
perubahan

ayat (3), yang b

pada ayat (2),

N HKARAWANG"

4 Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Me HukUO n Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengajuan Permoho Renge a.Badan Hukum dan Persetujuan Perub
Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pembe an Pe an Anggaran Dasar dan Perubdha
Data Yayasan.
5 Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Ha si,[Manusia NOmo ahun 20186
tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Bada ndan Pe juansPertubahan
Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran‘Dasarda Perubahan
Data Yayasan.

6 Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan
Data Yayasan.

7 Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan
Data Yayasan.

8 Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan
Data Yayasan.

Pemohon jug




Pasal 28 ayat (4) huruf b, yang berbunyi :°

“Dokumen perubahan data yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disimpan oleh Notaris, untuk perubahan atau pengangkatan kembali
pengurus dan atau pengawas, berupa minuta akta tentang perubahan atau
pengangkatan kembali pengurus dan atau pengawas dan fotokopi identitas
pengurus dan atau pengawas. ”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas yang mengatur mengenai tata cara

pergantian pengurus yayasan, apabila disimpulkan maka ketentuan-ketentuan

antian pengurus yayasan, Notaris sebagai

akan memberitahukan atat~men aikan pergantian kepengurusan

----- i itkan dokumen

e. Dokumen

% Pasal 28 Ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan
Perubahan Data Yayasan.



B. Pengangkatan Pengurus Yayasan Tanpa Pemberitahuan Kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dihubungkan Dengan Pasal 33
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai pergantian pengurus yayasan

serta tata seQrang pengurus Yyayasan seharusnya memperhatikan

peratlifam@imengenal  pergantian_ pengurus asan serta tata cara mengenai

pergantian pengurus yayasan agar keduduKannya dalam suatu yayasan sebagai

/

pe us yayasan serta perbuatan hukum yang/dilakukannya untuk dan atas nama

ya legal atau sah dimat i Hukum dan

Hak Asa anusia mengena engurus yayasan

merupaka vajiban dan_syaraf_penting

g arus_dipatuhi_oleh pengurus
mperoleh legalita :a %Eannya sebagai pengurus
KARAWANG: o vrors

Undang Nomor 28 Tahtmi2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

yayasan untt

yayasan yang kete

10

16 Tahun 2001 tentang Yayasan,¥ang b Ay

“Dalam hal terjadi penggantian S, penge gganttkan
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepadaMe
Kemudian penjelasan lanjutan mengenai pergantian pengurus Yyayasan

dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

10 pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,
yang berbunyi :!!
“Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), wajib disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal penggantian pengurus yayasan. ”

Disamping itu, ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan

Permghonan Reagesahan Badan "Mukum dan/\Persetujuan Perubahan Anggaran

ahua

Das erta Penyampaian Pembe ubahan Anggaran Dasar dan

Pefbahan Data Yayasan juga mengatur meng@nai pergantian pengurus yayasan,

yang berbunyi :12 _— =

bahan data yay cu
b\

Perubahan “data yayasa
merupakan pertBahafiyang KWRDAW ANGerubahan atau
pengangkatan kembaligpeng dan atau pengawas yayasan, serta perubahan
alamat lengkap yayasan. Kemudia dapat pengaturan mengenai pergantian

pengurus yayasan yang diatur dalam ptuan Pe Ayat 2 PeraturamfMenteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 T8 016 tentang a Cara

Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan

11 pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

12 pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan
Data Yayasan.



Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dan Perubahan Data Yayasan, yang berbunyi :
“Perubahan data yayasan dengan mengisi format perubahan pada SABH.”
Apabila ditarik kesimpulan dari ketentuan-ketentuan diatas yang mengatur
mengenai pergantian pengurus serta tata caranya, maka perubahan tersebut harus

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh pengurus

yang lérsang asdengan memberikan kuasg'\kepada Notaris sebagai pemohon,
un elakukan pemberitahuan kepada Me Hukum dan Hak Asasi Manusia

terkalt perubahan kepengurusan tersebut dengayf mengisi format perubahan Sistem

g h

Administrasi Badan Hukum=(SABH): yang (disele Direktorat
Jend dministrasi Hukwﬁar K d waktu paling
lambat terhitung sej pergas N yayasan dilakukan.

nber %‘a‘w ot asi Manusia

SKARAWANG ™ ="

bersangkutan harus “dilakUkam, karena merupakan kewajiban dari pengurus

Dalam hal

terkait pengang

yayasan tersebut agar kedudukan dalam suatu yayasan sebagai pengurus
yayasan sah dimata hukum sehingga pesbuata m.yang dilakukapaya uptuk
dan atas nama yayasan legal atau sah dimata hukU

Namun pada kenyataannya masih terdapat pengangkatan pengurus yayasan
yang dilaksanakan tidak berdasarkan Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

13 pasal 27 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan
Data Yayasan.



16 Tahun 2001 tentang Yayasan Yyaitu tanpa pemberitahuan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya
pemahaman hukum dalam masyarakat khususnya organ pengurus yayasan yang
dapat membuatnya lalai dalam mengurus urusan legalitas yayasan salah satu
contohnya mengenai pergantian pengurus yayasan. Dalam prakteknya, seringkali
ditemukan pengurus yayasan yang tidak mempunyai bukti yang sah dimata
hukumfatau _legalitassatas kedudukannya seba@ai seorang pengurus dalam suatu
ya , melakukan perbuatan hukum unﬁatas nama yayasan. Sehingga

pefbuatan hukum yang dilakukannya untuk daff atas nama yayasan oleh seorang

pe s tersebut menjadi ilegatatautidak saf di huktme——

——

KARAWANG



